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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No:

158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab
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Nama

Alif

Ha'
Kha'
Dal
Zal
Ra'
Zai
Sin
Syin
Sad

Dad

Huruf Latin

Xiv

Keterangan

tidak dilambangkan
be

te
es titik atas
je
ha titik di bawah
ka dan ha
de
zet titik di atas
er
zet
es
es dan ye
es titik di bawah

de titik di bawah



zet titik di bawah

Gayn

Qaf

J Lam L el
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1 Komoren argap areng s s angkey:
P AN-KALIJAGA
B OGCYAKARTA

I1. Ta' marbitah di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

LA ditulis hibah
Loa  ditulis jizyah



(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya,
kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

A Leas ditulis ni'matullah
il aig ditulis zakatul-fitri

IV. Vokal pendek

- P

___ = (fathah) ditulis a contoh )@ o= ditulis daraba
(kasrah) ditulis i contoh 243 ditulis fahima
__ = (dammah) ditulis u contoh 38 (ditulis kutiba

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis a (garis di atas)
Llals  ditulis jahiliyyah
2. fathah + alif magsar, ditulis a (garis di atas)
== ditulis vas'a
3. kasrah + ya mati, ditulis T (garis di atas)
A ditulis majid
4. dammah + wau mati, ditulis i (dengan garis di atas)

U=as @ ditulis furiid

XVi



VI. Vokal rangkap:

1. fathah + ya mati, ditulis ai
3533:\ ditulis bainakum

2. fathah + wau mati, ditulis au
J8 ditulis gaul

VIIl. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan

dengan apostrof.

il ditulis a'antum
Sael ditulis u'iddat
a3 S il ditulis la'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf gamariyah ditulis al-
O ditulis al-Our'an
oLl ditulis al-Oiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf I-nya

ol ditulis asy-syams

elasdl  ditulis as-sama'’

Xvii



IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang

Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut
penulisannya

=08 s ditulis zawi al-fiuriid

) Jal ditulis ahl as-sunnah
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan,® merupakan kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan
status sosial yang legal dalam menjalin hubungan lawan jenis. Dengan
perkawinan yang sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjalin secara
terhormat sesuai dengan landasan hukum Islam.

Perkawinan merupakan hal yang sakral, yaitu bukan hanya sekedar
mendapatkan status legal, tetapi juga berbagai konsekuensi sebagai dampak
adanya perikatan (Agad) yang akan dijalin. Di samping itu, hubungan perkawinan
juga membuahkan adanya hak-hak baru yang sebelumnya tidak ada, kewajiban-
kewajiban baru antara pihak yang satu terhadap yang lainnya, di antara
kewajiban—kewajiban itu, termasuk kewajiban suami untuk memberikan nafkah
kepada isterinya.?

Jika seorang isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya dan suami

itu telah bersenang-senang kepadanya, sedangkan suami isteri tersebut termasuk

! Disamping istilah ini, sering pula digunakan istilah Pernikahan. Istilah tersebut diserap dari
kata Arab an-Nikah yang berakar dari kata Nakaha, Yankihu, Nikahan yang berarti “mengawini” dan
bisa juga berarti “bersetubuh atau bersenggama”. Lihat Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir ;
Kamus Arab-Indonesia, cet. ke-14, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), him. 1461. Hanya saja,
dewasa ini kerapkali dibedakan antara kawin dan nikah, akan tetapi pada prinsipnya antara perkawinan
dan pernikahan hanya berbeda pada bagaimana menarik akal kita saja. Sudarsono, Pokok-pokok
Hukum Islam; MKDU, cet. ke-1, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), him. 188.

2 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawianan, cet. ke- 1, (Jakarta: Bulan
Bintang,1974), him. 128. lihat juga, Abdul Hamid Kisyik, Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga
Sakinah, di terj. Ida Mursida (Bandung: al-Bayan, 1995), him.128.



orang yang ahlu al-istimta’ dalam perkawinan yang sah, maka wajib kepada
suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya dan diserahkan dengan

sepantasnya,’ dan hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW:

Sy i Aal e s 8 aillaind g A Alaly Top sai 220 KOG oLl 4l ) 85
Cote o L (el clld (lad 8 Aisn S5 land oS3 8 il V) ele
gyl et S5 068 oSile el

Apabila seorang isteri taat kepada suaminya, maka wajib bagi suami untuk
memberikan nafkah, sedangkan jika suami tidak memberikannya hingga lewat
suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami, karena tanggungannya,
dan tidaklah gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa.’

Ibnu Hazm seperti dikutip oleh as-Sayyid Sabiq berkata: “suami berhak
menafkahi isterinya sejak terjalinnya agad nikah baik suami mengajak hidup
serumah atau tidak, baik tatkala isteri masih memiliki orang tua atau yatim piatu,
gadis atau janda, merdeka atau budak, semua itu disesuaikan dengan keadaan atau

kesanggupan suami”.®

® Asy-Syaikh al-lmam az-Zahid al-Muwafiq Abi Ishaq lbrahim bin Ali bin Yusuf Al
Fairuzzaabadi Asy-Syairazi, al-Muhazzab (Surabaya: Ahmad bin Said bin Nabhah, t.t.), 11: 159.

* An-Nawawi, Sahih Muslim bi Syarkh al- Imam an-Nawawy, “Kitab al-Hajj, Bab Hajjati an-
Nabiyyi” (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), VI11:183-184, HR. Muslim dari Jabir ibn " Abdillah

® Asy-Syaikh al-lmam az-Zahid al-Muwafiq Abi Ishaq lbrahim bin Ali bin Yusuf Al
Fairuzzaabadi Asy-Syairazi, al-Muhazzab, II: 161.

® As-Sayid Sabiq, Figih as-Sunnah,cet. ke-2 (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1973), II: 173.



Tanggung jawab suami tidak hanya ketika seorang wanita itu masih
menjadi isterinya yang sah, akan tetapi kewajiban untuk memberikan nafkah juga
setelah perceraian,’ karena pada hakikatnya ucapan cerai itu baru berlaku setelah
habis masa ‘iddahnya.?

Terputusnya perkawinan dalam Islam membawa akibat-akibat tertentu
baik kepada mantan suami atau kepada mantan isteri.'® Akibat hukum terputusnya
perkawinan karena talak adalah: bahwa mantan suami wajib memberikan nafkah
yang layak kepada mantan isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali gabla
ad dukhul; memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian)
kepada mantan isteri selama masa ‘iddah (menunggu), kecuali mantan isteri telah
dijatuhi talak ba’in atau nusyuz; melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya
dan separo apabila gabla ad-dukhul; memberikan biaya untuk anak-anaknya yang
belum mencapai umur 21 tahun.** dan memberikan nafkah ‘iddahnya kepada
mantan isterinya, kecuali isterinya nusyuz.'?

Kewajiban-kewajiban tersebut melekat pada diri suami dan harus dipenuhi

oleh suami, karena merupakan hak-hak isteri sebagai akibat hukum dari cerai

" Abdur Rahman I. Shari’ah The Islamic Law, alih bahasa, Basri Iba Asghary dan Wadi
Masturi, cet. ke-1 (Jakarata: Rineka Cipta, 1992), him. 124.

® Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata sosial, cet. ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 1993),
him. 83.

19 A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan, cet. ke-1 (Bandung: Al-bayan, 1994),
him. 109.

1 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pasal 149.

12 1hid., Pasal 152.



talak, dan tanggung jawab nafkah dalam kasus perceraian itu sesuai dengan
firman Allah SWT:
Y S Ol Oede 1 sEhail oo 5Tl Y aSaa s (e i Cus (e a5
Vs saily "o ysal asle oS0 )l (8 Tgeles riay s gale 1gEals Jaa
B Al al g yind 2 pulad o) 5 Gy jaas oSiy
Menurut madzhab Abu Hanifah, mantan suaminya wajib memberikan
nafkah kepada mereka (mantan isteri) secara komplit dan utuh baik makanan,
pakaian, dan tempat tinggal selama masa ‘iddah,** menurut ijtihad ulama, wajib
kepada seseorang untuk menafkahi orang-orang yang wajib diberikan nafkah
seperti isterinya, ayahnya, serta anaknya yang masih kecil (belum sampai umur).*®
Sedangkan, menurut para ulama Maliki suami berkewajiban untuk menyediakan
akomodasi bagi isteri yang dicerainya, bila dia telah bercampur dengannya.
Meskipun demikian, suami tidak wajib memberikan nafkah kepada isteri yang
dicerai talak tiga, tetapi wanita yang hamil tetap mendapatkan nafkahnya baik

talak satu maupun talak tiga."®

3 At-Talaq (65) : 6.

 Dahlan Idhamy, Asas-asas Figih munakahat Hukum Keluarga Islam (Surabaya: al-
Ikhlas,t.t.), him.57.

15 M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum-hukum Figih Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), him.
286.

16 Abdur Rahman 1., Shari’ah The Islamic Law, him. 126-127.



Sedangkan berkaitan dengan ‘iddah bagi mantan isteri yang dicerai
suaminya yang masih hidup (cerai Hidup), adalah : a. Jika perempuan itu masih
haid, ‘iddahnya 3 kali sucian; b. Jika perempuan yang ditalak belum/ tidak haid
karena belum saatnya (misalnya: usianya masih sedikit atau tidak haid lagi karena
sudah tua maka ‘iddahnya 3 bulan).*’

Berkaitan dengan persoalan di atas, kemudian muncul seorang tokoh
muslim asal India, yaitu Asghar Ali Engineer'®, yang dilahirkan pada tanggal 10
Maret 1949 di Bombay. Dia adalah seorang Direktur Institut of Islamic Studies,
Bombay, India. Di samping itu, dia juga seorang teolog Islam dengan reputasi
Internasional. Dia sudah menulis banyak buku, paper penelitian dan artikel
tentang teologi, sejarah dan filsafat Islam serta memberi kuliah di berbagai
Negara, dia juga adalah seorang feminis muslim yang gigih dalam penegakan
kesetaraan gender dan perjuangan untuk menetapkan relasi gender yang
berkeadilan dalam Islam. Asghar merupakan salah satu tokoh terkemuka yang
peduli terhadap hak-hak wanita. Pandangannya tentang wanita didasari atas
beberapa hal, yaitu ia menempatkan masalah-masalah pandangan yang
berkembang dalam dunia Islam tentang perempuan dari sudut/metode yang tidak

hanya terbatas pada masalah figih akan tetapi juga mencakup aspek filsafat,

17 A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan, him. 104-105.

18 Adapun yang mengklasifikasikan Asghar Ali Engineer sebagai salah seorang feminis yang
lantang menyuarakan kesetaraan gender dalam Islam dapat ditemukan dalam bukunya Yuhayar llyas,
Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-qur’an Klasik dan Kontemporer, cet. ke- 1 (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1997), him. 54.



antropologi, sosiologis dan sejarah. Selain itu, dia menyajikan tulisannya dalam
perspektif yang sifatnya komparatif terhadap sosio-kultural yang di hadapi dunia
Islam zaman modern ini. Di samping pandangannya yang cukup revolusioner
dalam bidang teologi, yaitu perlunya dikembangkan “teologi pembebasan Islam”
namun Asghar juga memiliki pandangan yang mendalam dalam
menginterpretasikan suatu teks yang berkaitan dengan gender. Salah satunya
adalah mengenai pemberian nafkah bagi mantan isteri yang dicerai.

Menurut Asghar pemberian nafkah bagi mantan isteri yang telah
diceraikan tidak hanya selama masa ‘iddah saja, akan tetapi sampai menikah lagi
atau mati.'® Sebagian pemimpin Islam menganggap bahwa hukum Islam itu suci
dan tidak bisa diubah, sehingga pendapat mereka tentang pemberian nafkah
mantan isteri yang diceraikan itu hanya diberikan pada masa ‘iddah, bahkan ada
pula diantara mereka berpendapat bahwa memberikan nafkah di luar periode
tersebut adalah dosa.?

Menurut Asghar, jauh dari rasa keadilan apabila isteri yang dicerai harus
dipelihara oleh orang tua atau kerabatnya setelah periode ‘iddah, adalah benar
bahwa dalam hukum Islam seorang yang telah dicerai berhak mendapatkan

nafkah hanya selama masa ‘iddah, setelah itu dia bebas untuk kawin lagi atau

19 Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam , alih bahasa Farid Wajidi dan Cici
Farkha Asseqaf, cet. ke-2 (Yogyakarta: LSPPA, 2000) hlm. 199-200, dan E-mail dari Asghar
(csss@vsnl.com) diakses tanggal 28 Desember 2010.

20 M. Agus Nuryatno, Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender (Yogyakarta: Ul
Press, 2001), him. 60.



kembali kepada orang tuanya atau jika sudah tidak punya orang tua atau kepada
kerabatnya.”*

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam, berkaitan
dengan QS. Al-Bagarah: 241, menegaskan bahwa perempuan yang ditalak berhak
atas mata' dengan ma'ruf, sebagai hak atas orang-orang yang bertagwa. Mata'
dengan ma'ruf , berupa sejumlah uang yang diberikan kepada isteri yang ditalak,
yang tujuannya dari uang tersebut sebagai biaya hidup mantan isteri sehabis masa
‘iddah, untuk waktu tertentu.*

Dasar filosofis yang dikemukakan Asghar yaitu, semua manusia adalah
sama, merdeka dan makhluk berakal yang memberi kecenderungan kepada
persamaan dan keadilan. Oleh karena itu, secara alami akan selalu melawan
segala bentuk penindasan, diskriminasi, dan ketidakadilan dalam segala hal.
Dengan memahami nilai konteks dalam kitab suci dan semangat perjuangan para
nabi, khusunya Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan nilai-nilai keislaman
sebagai sumber inspirasi dalam mengkritisi realitas praktis sejarah. Asghar
berpendapat bahwa, Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita
sehingga tidak ada subordinasi atas wanita. Yang ada hanya kesetaraan gender

dalam Islam.Z

21 Asghar Ali Engineer, Hak-hak., him. 200.
22 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: Ull Press, 2000), him. 98-99

2 M. Agus Nuryatno, Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender, him. 29-34.



Berangkat dari pendapat Asghar Ali Engineer yang bersebrangan dengan
pendapat jumhur ulama dan Kompilasi Hukum Islam terhadap pemberian nafkah
bagi mantan isteri, maka menjadi sangat penting kiranya masalah ini diteliti lebih
mendalam melalui skripsi ini, sebagai kontribusi dan kajian ulang pemikiran

dalam pengembangan kajian kontemporer.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan
sebagai berikut:
1. Bagaimana pandangan Asghar tentang pemberian nafkah kepada mantan
isteri dan batas waktunya ?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam tentang pandangan Asghar

mengenai pemberian nafkah bagi mantan isteri ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan Ashgar Ali Engineer tentang
kewajiban suami terhadap pembeian nafkah bagi mantan isteri serta batas
waktunya.
b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pemberian nafkah bagi

mantan isteri.



2. Kegunaan Penelitian
a. Hasil pembahasan tentang pemikiran Asghar ini diharapkan dapat
memberikan wacana dalam  kajian keislaman tentang perceraian,
khususnya pemberian nafkah bagi mantan isteri.

b. Sebagai bahan kajian bagi pembaca dan pemerhati hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Asghar Ali Engineer adalah seorang pemikir sekaligus da'i yang
memimpin salah satu kelompok Syi‘ah Ismai'liyah, Daudi Bohras di Bombay
India. Sosok seorang Engineer memang tidak terkenal, sebagaimana para pemikir
muslim lainnya seperti Ali Syaria'ti, Fazlur Rahman, Hassan Hanafi, maupun
Mohammad Arkoun. Namun, bukan berarti ia tidak mempunyai reputasi.
Reputasinya ditunjukkan melalui berbagai karya yang sudah beredar di komunitas
akademis muslim di Malaysia, Philipina, Pakistan, dan anak benua India sendiri.
Di Indonesia sendiri karya-karya tulisnya sudah banyak beredar, baik dalam
bentuk berbahasa Inggris maupun yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia, di antaranya Hak-hak Perempuan dalam Islam, diterbitkan oleh
LSPPA, Islam dan Teologi Pembebasan, diterbitkan oleh Pustaka Pelajar, Islam
dan Pembebasan oleh LKIS, dan lain-lainya.

Walaupun demikian, sepanjang pengamatan penyusun, tulisan literatur
yang membahas dan mencermati pola pemikiran Ashgar Ali Engineer dalam

bentuk karya ilmiah tidak begitu banyak. Ada beberapa tulisan yang membahas
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tentang Asghar Ali Engineer, di antaranya adalah tesis Nasihun Amin, Teologi
Pembebasan sebagai Alternatif (Telaah terhadap Pemikiran Ashgar Ali
Engineer).?* Dalam tesis ini Nasihun Amin berusaha mencermati pola konstruksi
teologi pembebasan Islam yang dibangun oleh Asghar Ali Engineer sebagai
bentuk alternatif teologis dalam Islam.

Adapun karya lainnya adalah, skripsi Ade Ismail Fahmi, Peran
Perempuan dalam Nafkah Keluarga Menurut Pemikiran Syekh Nawawi dan
Asghar Ali Engineer.”® Dalam skripsi ini penulisnya berusaha melakukan studi
komparatif antara pemikiraan Syekh Nawawi dan Asghar Ali Engineer tentang
peran serta perempuan dalam mencari nafkah. Hal ini ditinjau dari sudut pandang
Hukum Islam bahwa pemberian nafkah adalah semata-mata menjadi tanggung
jawab suami, sedangkan peran perempuan hanya sebatas menjadi ibu rumah
tangga. Di samping itu, ada karya tulis M. Agus Nuryatno dalam bukunya yang
berjudul Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender (Studi atas
Pemikiran Asghar Ali Engineer).?® Dalam buku ini, penulisnya hanya membahas

konstruksi pemikiran Asghar Ali Engineer secara umum dengan mencoba

# Nasihun Amin, Teologi Pembebasan sebagai Alternatif Telaah terhadap Pemikiran
Ashgar Ali Engineer, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999).

% Ade Ismail Fahmi, Peran Perempuan dalam Nafkah Keluarga Menurut Pemikiran Syekh
Nawawi dan Asghar Ali Engineer, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah, 1997).

%6 M. Agus Nuryatno, Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender (Yogyakarta: UlI
Press, 2001)
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mengaitkan bagaimana semangat teologi pembebasan mempengaruhi pemikiran
Asghar tentang status wanita dalam Islam.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa belum ditemukan penelitian yang
berusaha mengkaji pandangan Asghar mengenai kewajiban suami dalam
pemberian nafkah bagi mantan isteri setelah ‘iddah. Hal itulah yang kemudian

menjadi kerangka teoritik dalam penyusunan skripsi ini.

E. Kerangka Teori

Karena penelitian ini mengenai masalah perkawinan dan membatasi
pokok masalah pada pemberian nafkah, maka penelitian ini masuk dalam
wilayah al-Akhwal asy-Syakhsiyyah, yaitu hukum yang yang berkaitan dengan
urusan keluarga dan pembentukannya yang bertujuan mengatur hubungan suami
isteri dan keluarga satu dengan yang lainnya,

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur’an dan
sunah Nabi, ia diyakini sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan
manusia dan bersifat universal, hukum Islam tersebut juga memiliki sifat yang
elastis dengan beberapa penggerak atau dasar-dasar pokok yang terus berlaku

seiring perkembangan dan perubahan zaman.?’

2T M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman, (Jakarta: Bulan
Bintang,1986), him. 31.
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Berkaitan dengan pemberian nafkah bagi mantan isteri, Allah SWT
berfirman:

Owle oS Lad (g g () U8 e 8 sailh o3 Ciliagall a1 ) gale () Leally

2BMaan Lal s 0 g yuu s (o saiad Ll pin’ Bac (e

Pemahaman dari firman Allah SWT yang berbunyi ‘0 s~id(berikanlah

mereka mut'ah) menunjukkan kepada wajibnya memberikan nafkah kepada isteri
yang diceraikan sebelum dicampuri baik maharnya sudah atau belum ditetapkan
baginya.”® Pendapat yang didasarkan pada pemahan tersebut diperkuat oleh
firman Allah SWT, yaitu:
el e Uia Ca g yrally aie i laall

Ayat tersebut mewajibkan pemberian nafkah terhadap setiap isteri yang
diceraikan, tidak membatasi masa pemberian nafkah bagi mantan isteri yang
diceraikan, demikian juga tidak disebutkan berapa besar nafkah dan jangka
waktu pemberiannya. Demikian juga pada surat at-Talaq (65): 6-7, dalam ayat
tersebut dijelaskan bahwa kewajiban nafkah terhadap isteri baik yang ditalak

maupun isteri yang sedang menyusui. ** kewajiban nafkah berupa tempat tinggal

%8 Al-Ahzab (33) : 49.

2 M. Ali As-Sabuni, Tafsir ayat-ayat Hukum dalam al-Qur’an, di terj. Saleh Mahfoed, cet.

ke-1 (Bandung: al-Ma’arif, 1994), 11: 501.

% Al-Bagarah (2): 241.

1 M.“Ali As-Sabuni, Rawa’i al-Bayan, Tafsir al-ayat al-Ahkam (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 11
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dan nafkah terhadap isteri yang hamil dan telah ditalak sampai sang isteri itu
melahirkan.* Rasulullah SAW pada waktu melaksanakan haji wada’ bersabda:
Sy ) ALl e s b aillaidg A Alaly Tom sad 2aT ASEE cLual| 8 ) 185
2ot e Lwa T s pald Glld (lad Tpeld 43 a S5 lanl oK1 5 i V) peale
B a5 pmally iS5 el aSile el

Menurut hukum positif yang berlaku di Pengadilan termuat dalam
Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Pasal 41 c, yang
berbunyi: Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan
biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isteri.
Berdasarkan undang-undang tersebut pengadilan dapat menentukan suatu
kewajiban kepada mantan suami yang yang harus dilakukannya setelah
perceraian.

Sedangkan dalam hukum Islam terputusnya perkawinan disebabkan oleh
beberapa faktor, di antaranya: pertama kematian, kematian suami atau isteri
menyebabkan terputusnya perkawinan sejak terjadinya kematian. Apabila tidak
terdapat halangan syara’, isteri atau suami yang ditinggal mati berhak

mendapatkan peninggalan.®* Kedua, talak (melepaskan ikatan pernikahan),

2 1bid., I1: 617.

% An-Nawawy, Sahih Muslim bi Syarkh al-Imam an-Nawawy, V111:183-184, HR. Muslim
dari Jabir ibn 'Abdillah.

% Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: Ull Press, 2000), him. 69.
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hukum Islam menentukan bahwa hak menjatuhkan talak ada pada suami.®
Ketiga, khulu' yaitu perceraian yang terjadi atas tuntutan isteri disertai tebusan
atau ‘iwad atas persetujuan kedua belah pihak, karena cacat misalnya atau karena
sebab lainnya. Bisa juga tebusan itu merupakan pengembalian mahar dari isteri.*®
Keempat, li‘an, yaitu perceraian karena tuduhan berzina dari seorang suami atau
isteri, tetapi tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, dan adanya
pengingkaran dari sumi terhadap anak dalam kandungan atau yang sudah lahir
dari isterinya.®” Kelima, Terjadinya perselisihan atau percekokan antara suami
dan isteri, yang dalam Al-qur'an disebut syigag,® hal ini dapat mengakibatkan
terputusnya perkawinan dengan melalui perantaraan pengadilan (dengan
perantaraan hakim).

Pada garis besarnya perceraian dalam Islam, ada dua macam yaitu talak
dan fasakh, dengan pengertian bahwa setiap perceraian yang sebab-sebab dari
pihak suami disebut talak, sedangkan jika terjadi perceraian yang timbul dari
sebab-sebab isteri disebut fasakh. Seperti diketahui dalam hukum perkawinan di
Indonesia, perceraian yang dapat diajukan ke pengadilan agama ada dua, yakni

cerai talak yang merupakan perkara perceraian yang mana yang mengajukan

* 1bid., him. 72.
% A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan, him 95.

" 1bid., him. 95-96.

%8 Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, cet. ke- 4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prsada,
2000) him. 272.



15

permohonan datang dari pihak suami, sedang yang kedua cerai gugat yang mana
kehendak perceraian tersebut berasal dari isteri.*°

Berkaitan dengan hak-hak mantan isteri, Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Pasal 149 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka
suaminya wajib:

a. Memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang
atau benda, kecuali mantan isteri tersebut Qabla ad dukhul.

b. Memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian)
kepada mantan isteri selama masa °‘iddah, kecuali mantan isteri telah
dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

c. Melunasi mahar yang masih tehutang seluruhnya, atau separo bila gabla ad
dukhul.

d. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai
umur 21 tahun.

Agama Islam memberikan ketentuan sebagai berikut:
a) Perempuan dalam masa ‘iddah raj'iyyah berhak menerima dari mantan
suaminya berupa tempat tinggal, pakaian, dan nafkah, kecuali isteri yang
durhaka tidak berhak mendapatkan apa-apa. *° Sesuai dengan hadis Nabi

SAW:

¥ A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan Menuju Keluarga Bahagia ( Bandung:
al-Bayan, 1994), him. 93.

0 A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum., him.109.
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b) Perempuan dalam ‘iddah ba'in kalau mengandung maka ia berhak
mengambil kediaman, nafkah dan pakaian. Namun jika tidak mengandung,
ia hanya berhak mendapatkan tempat tinggal. Sesuai dengan Firman Allah
SWT dalam surat At-Talaq (65): 6.

c) Wanita yang diceraikan sebelum dikumpuli maka ia berhak mendapatkan
mut'ah (pemberian) sesuai dengan kemampuan suami untuk menyenangkan
dirinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, dalam Surat Al-Ahzab
(33): 49.

Dalam hal ini, putusnya perkawinan yang dapat menimbulkan kewajiban
pemberian nafkah bagi mantan isteri adalah perceraian yang timbul atas
kehendak suami, terjadinya nusyuz dari pihak suami, dan perceraian yang
timbul atas wewenang putusan pengadilan, yang dapat menentukan suatu
kewajiban yang harus ditaati oleh mantan suami. Akan tetapi, dalam keadaan
tertentu mantan isteri tidak dapat nafkah seperti: wanita yang menjalani ‘iddah
kematian, wanita yang menjalani ‘iddah karena suatu perceraian yang wajib
dilaksanakan menurut ketentuan syara' seperti terjadi fasakh (agad nikah tidak

memenuhi syarat-syarat sahnya); wanita yang menjalani ‘iddah karena

> Abdurrahman ibn Su’aib an-Nasa’i, Sunan an-Nasa’i (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby
wa Auladuhu, 1964),VI: 117. Hadis riwayat, Ahmad dan Nasa’i dari Ahmad ibn Yahya.
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perceraian yang disebabkan oleh isteri yang melakukan hal-hal yang dilarang
syara’.*?

Ketetapan hukum syari’at itu datang semata-mata untuk membuat
kemaslahatan, selayaknya dipelihara ketika menafsirkan nash dan menerapkan
ketetapan-ketetapan hukum. Dalam memutuskan perkara hendaknya seorang
fagih tidak terpaku kepada pemahaman tekstual dalam memeberikan keputusan
terhadap masalah, tanpa melihat zaman, tempat, ‘Urf dan keadaan, bahkan
tujuan-tujuan syara’ (magasidu asy-syari’at ) yang universal.**

Ijtihad merupakan faktor penting dalam rangka pengembangan hukum
Islam untuk menjawab persoalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam
upaya tersebut ijtihad tidak hanya memunculkan ide-ide baru, akan tetapi
bidang kajiannya termasuk peninjauan kembali dasar-dasar teks secara kritis.*

Seorang mujtahid dalam berijtihad bertujuan menciptakan kemaslahatan
bagi umat manusia baik secara individu maupun komunal. Dengan demikan,

untuk memahami pemberian nafkah bagi mantan isteri maka peneliti

menggunakan kemaslahatan sebagai tujuan pensyari’atan hukum Islam.

2 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, him. 98.

* Yusuf al-Qardawy, Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam, alih bahasa H.S. Husin al-
Munawwar (Semarang: CV.Toha Putra,1985), him. 56.

4 Wahbah al-Zuhaili, ’Pembaharuan ljtihad” dalam Mun’in A. Sirri, Sejarah Figih Islam
(Surabaya: Risalah Gusti,1996), him. 117
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Berkaitan dengan maslahah bila dilihat dari segi keberadaannya
menurut syara’ terbagi menjadi tiga, yaitu:

a. Maslahah al-Mu’tabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara’
maksudnya adanya dalil khusus yang menjadi dasar untuk jenis
kemaslahatan tersebut.

b. Maslahah al-Mulgah, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara’ karena
bertentangan dengan ketentuan syara’.

c. Maslahah al-Mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung syara’
dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara’ melalui dalil yang rinci.*®

Adapun dalam menyusun skripsi ini, penyusun akan menggunakan
maslahah, yang akan dibantu dengan gaidah-gaidah figih yang relevan dengan
pembahasan ini, gaedah figih merupakan sebuah kematangan analisis yang
dapat digunakan dalam membahas permasalahan agama. Qaedah-gaedah figih
yang digunakan yaitu:

Phdas) ) daliadl aiy aSal)

Penelitian ini juga menggunakan teori kesetaraan Gender. Secara
normatif, Islam dengan tegas mengakui konsep kesetaraan antara laki-laki dan

wanita di mana keduanya adalah sama-sama manusia sebagai makhluk

“5 Nasrun Haroen, Ushul Figih,cet. ke 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997), him. 117-119.

6 Asmuni A. Rahman, Qa’idah-Qa’idah Figih (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), him. 192.
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Tuhan.*” Masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama serta saling
membutuhkan antara satu sama lain. Di samping keduanya mempunyai tujuan
dan maksud yang sama yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat.*®

Dalam perannya, baik laki-laki maupun wanita sama-sama memikul
tanggung jawab. Artinya, di hadapan hukum kedua insan yang berlainan jenis
kelamin tersebut tidak berbeda. Siapa yang bersalah harus dihukum
sedangkan yang berbuat baik harus mendapatkan balasan setimpal sesuali
dengan perbuatannya.*® Dalam hal ini, metodologi yang kemudian ditawarkan
Asghar Ali Engineer dalam menginterpretasikan al-Qur’an adalah pembedaan
antara pernyataan normatif dan pernyataan kontekstual dalam al-Qur’an.*

Adapun yang dimaksud dengan pernyataan normatif merupakan sistem
nilai dan prinsip-prinsip dasar dalam al-Qur’an, seperti prinsip persamaan,
kesetaraan dan keadilan. Prinsip-prinsip ini bersifat eternal dan universal serta
dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks ruang dan waktu. Sedangkan
pernyataan kontekstual dalam al-Qur’an berkaitan dengan ayat-ayat yang
diturunkan untuk merespon problem-problem sosial tertentu pada masa itu.

Maka, seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, ayat-ayat ini

" An-Nisa (4) : 1

“8 Nashruddin Baidan, Tafsir bi Ra'yi : Upaya Penggaliaan Konsep Wanita dalam Al-Qur'an,
cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), him. 28-29.

9 Az-Zalzalah (99) : 7-8.

%0 Asghar Ali Engineer, Hak-hak., him. 18.
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dapat disesuaikan dengan konteksnya, sebagaimana dikemukakan oleh Ibn
Qayyim:
L il gall 5 clall g J a5 V) 5 dia 3N pad Cavny LedDEA) 5 (5 sidll yuas

Selain itu, ketentuan hukum yang diterapkan dianggap kurang
bahkan tidak efektif apabila terdapat kesenjangan antara idealitas dan
realitas.’> Maka, diperlukan reinterpretasi terhadap Nash agar nilai-nilai
kesetaraan dan keadilan yang menjadi prinsip dasar Al-Qur’an dapat lebih
dikedepankan dari pada hal yang bersifat legal-formalnya.

Tujuan pembedaan di atas menurut Asghar adalah mengetahui
perbedaan antara apa yang sebenarnya diinginkan oleh Allah SWT dan apa
yang dibentuk oleh realitas empiris masyarakat pada waktu itu. Karena Nash
ini tidak hanya berorientasi terhadap masyarakat ideal, atau “apa yang
seharusnya”, akan tetapi juga mempertimbangkan realitas empiris, atau “apa
yang terjadi”. Kodifikasi Al-Qur’an dapat diterima oleh masyarakat sebagai
konteks sosial tertentu di mana ayat tersebut diturunkan dan dapat dijadikan
rujukan sebagai norma dan prinsip sosial.

Al-Qur'an sebagal salah satu sumber penetapan hukum Islam, secara

normatif-doktrinal mengandung kebenaran mutlak, karena datang dari yang

A1 11,

*! Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I’lam al-Muwagi’in (Beirut: Dar al-Kutub al-‘lImiyyah, 1991),

%2 Soeryono Soekanto dkk, Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum (Jakarta: Bina Aksara,

1998), him. 28.
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absolut dan mutlak (Allah SWT), namun pemahaman terhadap Nash tersebut
tidak bersifat absolut tetapi bersifat relatif sesuai dengan sifat relativitas
konstruksi pemikiran manusia itu sendiri,>® artinya teks al-Qur'an itu sendiri
tentunya tidaklah mengalami perubahan akan tetapi pemahaman dan
penerapannya menyesuaikan terhadap iklim masyarakat yang berkembang
tanpa menghilangkan maksud dan tujuannya. Hal ini disebabkan proses
kemasyarakataan yang terus berkembang, sehingga kebijakan dan kecerdasan
dalam menyikapi permasalahan yang ada memberi pengaruh besar untuk

menciptakan lingkungan masyarakat kondusif.>

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library
Research), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang
berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, makalah,
majalah, jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pemikiran Asghar
Ali Engineer serta literatur-literatur tentang pemberian nafkah bagi mantan

isteri. Sehingga memberi informasi kepada peneliti dalam pembahasannya.

% Akh. Minhaji, “Reorientasi Kajian Ushul Figih”, dalam Al-jami’ah Journal of Islamic
Studies, No 63, Vol. VI (1999), him. 16.

* Muhammad Azhar, Figih Kontemporer dalam Pandangan Aliran Neomodernisme Islam
cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), him. 59.
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2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu berusaha memaparkan
pandangan Asghar Ali Engineer melalui data yang ada kemudian hasil
deskripsi tersebut dianalisis agar diperoleh suatu kejelasan bagaimana
pandangan Ashgar Ali Engineer tentang pemberian nafkah bagi mantan isteri.
3. Pendekatan Penelitian
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua.
Pertama, pendekatan historis, digunakan untuk mengetahui dan memperoleh
kejelasan tentang bagaimana sejarah socio cultural baik eksternal maupun
internal yang turut berperan mempengaruhi konstruksi pemikiran Asghar Ali
Engineer. Kedua, pendekatan Filosofis, digunakan untuk menganalis landasan
dan pemikiran Asghar Ali Engineer tentang pemberian nafkah bagi mantan
isteri kemudian dikaitkan dengan relevansinya dengan kesetaraan gender bagi
wanita, khususnya dalam hukum Islam.
4. Teknik Pengumpulan Data
Adapun untuk memperolen data yang valid dan akurat, maka
penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:
a. Menggunakan buku primer yang ditulis langsung oleh Asghar Ali Engineer
tentang pemberian nafkah bagi mantan isteri yaitu buku yang berjudul The
Rights of Women in Islam yang diterjemahkan oleh Farid Wajidi dan Cici

Farkha Asseqaf.
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b. Menggunakan buku-buku sekunder yang membahas tentang pemikiran
Asghar maupun buku literatur lain yang berkaitan dengan topik yang
dibahas sebagai penunjang terhadap penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Induktif, yaitu proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil
pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau
suatu generalisasi.® Metode ini digunakan untuk menganalisis data yang
berkaitan dengan sosok Asghar Ali Engineer dan landasan pemikirannya.

b. Metode Deduktif, yaitu menyimpulkan hubungan yang tadinya tidak
nampak berdasarkan generalisasi yang sudah ada.>® Metode ini digunakan
untuk menganalisis pemikiran yang disajikan Asghar Ali Engineer tentang
pemberian nafkah bagi mantan isteri serta implikasinya terhadap hukum

perkawinan di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan
Untuk memberikan gambaran secara jelas dan lebih mudah dalam
membaca serta menelusuri skripsi ini, maka perlu disusun sistematika

pembahasan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

% Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, cet. ke-3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), him. 4

% 1hid.
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Bab I meliputi pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan
kegunaan penulisaan, telaah pustaka, kerangka teoritik yang digunakan sebagai
kerangka berpikir dalam menganalisis masalah yang ada dalam penelitian ini,
kemudian penjelasan metode yang digunakan dalam penelitian ini dan
sistematika pembahasan.

Bab Il meliputi gambaran umum tentang nafkah bagi mantan isteri dalam
Islam yang meliputi  pengertian nafkah, ayat-ayat yang berkaitan dengan
pemberian nafkah bagi mantan isteri, hukum pemberian nafkah, hak-hak mantan
isteri, ukuran nafkah dalam perceraian.

Bab 111 meliputi sejarah latar belakang kehidupan Asghar Ali Engineer dan
pemikirannya tentang pemberian nafkah bagi mantan isteri, dan biografi serta
aktivitas keilmuan, kondisi sosial dan politik di India, metodologi pemikiran
Asghar Ali Engineer dan pemikirannya tentang pemberian nafkah bagi mantan
isteri.

Bab IV meliputi tentang analisis terhadap pemikiran Asghar Ali Engineer
tentang pemberian nafkah bagi mantan isteri serta batas waktunya. Dalam bab ini
akan membahas bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pemberian nafkah
kepada mantan isteri, relevansi pendapat Asghar Ali Engineer dengan konteks
sosial saat ini.

Bab V merupakan penutup. Berisi kesimpulan yang menjawab pokok
permasalahan, sedangkan saran-saran dapat menjadi semacam agenda

pembahasan lebih lanjut mengenai pemberian nafkah bagi mantan isteri.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut :

1. Asghar Ali Engineer berpendapat bahwa, pemberian nafkah kepada
mantan isteri, bahwa suami berhak memberikan nafkah baik pada saat
sudah menikah maupun setelah penceraian. Menurut Asghar pemberian
nafkah kepada mantan isteri adalah bagian dari bentuk keadilan dalam hal
sosial. Dasar filosofis itu dikemukakan bahwa semua manusia sama
merdeka dan makhluk berakal yang memberi kecenderungan kepada
persamaan dan keadilan, oleh karena itu, secara natural manusia akan
selalu melawan segala bentuk penindasan, diskriminasi dan segala bentuk
ketidakadilan dalam segala hal, apabila mantan isteri yang telah diceraikan
harus kembali kepada orang tuanya atau kepada kerabatnya. Dasar
pemikiran Asghar tentang setiap wanita yang diceraikan oleh suaminya
berhak atas nafkah bil ma’ruf (atas ukuran sepatutnya), Q.S. al-Bagarah:
241, meliputi semua wanita yang diceraikan oleh suaminya baik sudah
dicampuri maupun belum dicampurinya baik wanita yang ber’iddah
maupun wanita yang tidak ber’iddah, berhak mendapatkan nafkah
sepatutnya, dan berakhirnya nafkah, apabila wanita itu telah mendapatkan
nafkah dari pihak lain, seperti jika ia telah bersuami lagi atau jika ia

mempunyai perusahaan sendiri ataupun mantan suami tidak mampu lagi
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mengurus pihak luar karena telah tidak mempunyai kemampuan (materi)

dalam kehidupannya, dan jika ada pertikaian tentang sanggup atau tidak

sanggupnya atau tentang patut atau tidak patutnya (tentang ma’ruf itu
sendiri) maka hakim berhak menetapkannya (berhak memberikan
keputusannya).t

2. Pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 dalam pemberian
nafkah bagi mantan isteri merupakan sesuatu hal yang diharuskan bagi
mantan suami, yaitu :

a. Memberikan nafkah yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa
uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut Qabla ad dukhul.

b. Memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian)
kepada mantan isteri selama masa ‘iddah, kecuali mantan isteri telah
dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Dan begitu pula sesuai dengan yang tertulis pada Undang-undang No. 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak secara spesifik mengatur tentang

hak nafkah bagi mantan isteri yang telah dicerai. Pasal 41 c dalam

Undang-undang tersebut menjelaskan: “pengadilan dapat mewajibkan

kepada mantan suami untuk memberikan penghidupan dan atau

menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isterinya”.
Menurut Asghar ada dua kata kunci dalam surat al-Bagarah (2):

241, yang berkenaan dengan pemberian nafkah bagi mantan isteri:

Mata'ah dan Ma'ruf. Al-Qur’an mengatakan bahwa mereka tidak hanya

! Mohd. Idris Ramulyo, Hukum perkawinan Islam, him.114. Lihat juga, Hazairin,
Tinjauan Mengenai U.U Perkawinan No. 1-1974, cet. ke- 1, (Jakarta: Tintamas, 1975), him. 23.
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harus dilepaskan dengan cara yang baik (Ma'ruf) akan tetapi perbekalan
(Mata'ah) juga disediakan dengan cara yang baik pula. Pendapat Asghar
tentang surat al-Bagarah (2): 241, tidak menyebutkan waktu pemberian
mata’ah sehingga mata’ah boleh diberikan pada masa ‘iddah maupun
sesudahnya. Apabila isteri yang telah diceraikannya tidak mampu
memberikan nafkah untuk dirinya sendiri, maka isteri berhak mendapatkan
nafkah dari mantan suaminya. Landasan tersebut berdasarkan Code of
Criminnal Procedure (Cr.PC.) 125:

“Seorang suami yang kekayaannya cukup, namun mengabaikan atau
keberatan untuk menafkahi isterinya yang tidak mampu dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya, maka mantan isteri dapat mengajukan tuntutan
kepada Pengadilan agar mantan suaminya membayar nafkah berupa uang
bulanan kepadanya pada suatu tingkat tarif tidak melebihi lima ratus mata
uang India”.

Dengan demikian, pandangan Asghar berkenaan dengan pemberian
nafkah kepada mantan isteri sesuai dengan hukum Islam. Kesesuaian hal
tersebut ditinjau dari putusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 dan
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 ¢ yang isi
di dalamnya menyatakan bahwa wajib bagi mantan suami untuk memberikan
nafkah kepada mantan isterinya dengan ketentuan jumlah tertentu. Maka
dengan merujuk pada pendangan asghar dan KHI di atas, hukum pemberian
nafkah bagi mantan isteri adalah suatu kewajiban bagi mantan suaminya

untuk membayar dengan ketentuan jumlah tertentu.
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Pandangan Imamiyah terhadap pemberian nafkah bagi mantan isteri
yang tidak berbuat nusyuz setelah penceraian adalah hal yang wajib bagi
mantan suami untuk memberikan nafkah dengan ketentuan jumlah tertentu.
Dan apabila mantan suami tersebut adalah yang tidak mampu, tidak mau
membayarkan nafkahnya, maka mantan suami tersebut boleh dijatuhi
hukuman atau dituntut. Namun sebaliknya, apabila mantan suami adalah
orang yang tidak mampu, maka hak nafkah atas mantan isterinya ditetapkan

sebagai hutang, yang harus dibayar melalui pinjaman yang lain.

B. Saran-Saran

1. Kepada para Ulama dan Cendekiawan muslim Indonesia, dalam
menafsirkan sebuah teks (nash) tidak semata-mata bersifat normatif, tetapi
juga harus memperhatikan konteks sosio-historis ketika suatu teks (ayat)
tersebut diturunkan, sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat
memberikan pemecahan yang objektif dan bijaksana.

2. Pengadilan Agama sebagai lembaga pertama yang menjadi tempat
putusnya perceraian, diharapkan dapat menjaga dan menjalankan tugasnya
secara baik dan mengantisipasi adanya berbagai penyalahgunaan
kewajiban serta hak-hak dalam perkawinan khususnya dalam perceraian,
sehingga hak-hak wanita dapat terlindungi dengan baik.

3. Sebagai sebuah produk pemikiran manusia, maka penyusun menyadari
terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu,

terbuka kemungkinan untuk mengkaji kembali dan menyempurnakannya.



86

Hal ini sesuai dengan relativitas konstruksi pemikiran manusia itu sendiri
berubah seiring perkembangan zaman. Terutama dalam mengkaji tentang
pemberian nafkah bagi mantan isteri, karena selama ini mayoritas fugaha’
masih kukuh dengan pendirian mereka, bahwa pemberian nafkah bagi

wanita yang dicerai hanya selama masa ‘iddah.
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